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PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR 30 TAHUN  2012 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI 

TAHUN ANGGARAN 2011 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KEDIRI, 

 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kediri 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 

Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah tahun anggaran 2011; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah        (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, 

Pengawas dan Penilik; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan 

Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 



 

5 

 

 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 25 Tahun 2006; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

20/PMK.07/2009; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 

tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun 

Anggaran 2011; 

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 70  Tahun 2011 

tentang Pembagian Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011; 

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri Kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri 

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 

19 Desember 2006 Nomor 6/E); 

33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 

2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 
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34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri; 

35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011; 

36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor   Tahun 2011 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

38. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri pada PT. Bank 

Jatim; 

40. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KOTA KEDIRI TAHUN 

ANGGARAN 2011 

 

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

 

1. Pendapatan 

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 119.467.321.122,09 

 b. Dana Perimbangan Rp 502.783.223.096,00 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 113.441.340.368,00 
  yang sah  
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 Jumlah Pendapatan Rp 735.691.884.586,09 
 

2. Belanja 

 a. Belanja Tidak Langsung 

  1) Belanja Pegawai Rp 359.074.896.540,70 

  2) Belanja Bunga Rp 0,00 

  3) Belanja Subsidi Rp 0,00 

  4) Belanja Hibah Rp 26.369.193.145,00 

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp 26.534.873.722,00 

  6) Belanja Bagi Hasil Rp 423.850.000,00 

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 24.465.331.108,00 

  8) Belanja Tidak Terduga Rp 904.062.300,00 

      

     Rp. 437.772.206.815,70 

 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 49.925.796.564,77 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 128.375.151.596,11 

3) Belanja Modal Rp. 105.611.921.273,70 

    

   Rp 283.912.869.434,58 

 Jumlah Belanja Rp.  721.685.076.250,28 

 Surplus Rp. 14.006.808.335,81 

 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan Rp. 88.459.143.412,45 

 b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp 86.459.143.412,45 

 
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
 Berkenaan  Rp. 100.465.951.748,26 

 
 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Kediri ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Ralisasi Anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kediri ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kediri ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Diundangkan di KEDIRI  
Pada Tanggal 25-7-2012 

SEKRETARIS DAERAH 
       KOTA KEDIRI 
 

              ttd 
 

    AGUS WAHYUDI  

 Ditetapkan di KEDIRI 

pada tanggal,  25-7-2012 
WALIKOTA KEDIRI, 

 

ttd 
 

H. SAMSUL ASHAR 

 
Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 30 

 
    Salinan sesuai dengan aslinya 

   KEPALA BAGIAN HUKUM 

ttd 

  DWI CIPTANINGSIH, SH.MM 

Pembina Tk I (IV/b) 

     NIP. 19631002 199003 2 003   


